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TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PRCOSEDUR PENGAJUAN DAN PENETAPAN STATUS
PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

Menimbang

Mengingat

MINAHASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YAN( MAHA ESA
BUPATI MINAHASA,

. bahwa guna terbitnya administrasi pelaksanaan pengelolaan

barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Minahasa, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional
Prosedur;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalamn huruf a diatas, perlu nenetapkan Peraturan Bupati
tentang Standar Operasional Prosedur Pengajuan dan
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa.

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
o :)

Daerah-Daerah Tingkat II di Su.awesi:

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian (sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999);

. Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 1999 tentang

Penyvelenggaraan Negara yang Eersih dan Bebas dari Korupsi
Kolusi dan Nepotisme;

. Undang-Undang Nomor 17 Tshun 2003 tentang Keuanea.

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20(
Nomor 47, Tambahan Lembarin Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 4280);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangai;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah:
. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

9. Peraturan ./........



Menetapkan

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Pzraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Caerah;

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengclolaan Barang Milik Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 5 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Barang Mil k Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2014
tentang Organisasi dan Tata Krrja Inspektorat, Badan Teknis
Daerah dan Satuan Polisi Pamoag Praja.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN  BUPATI MINAHASA TENTANG  STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENETAPAN
STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN MINAHASA

BAB |
KETENTUUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang «(imaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Femerintah Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Minahasa.

4. Dewan Perwakilan Rakyat [iaerah yang disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daeran Kabupaten
Minahasa.

5. Sekretaris Daerah yang disingkat Sekda adalah Sekretaris
Daerah selaku Pengelola Bararng Milik Daerah.

6. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau
diperoleh atas beban Angga-an Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Minahasa atau berasal dari perolehan
lainnya yang sah.

7. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut
Pengelola adalah pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten
Minahasa.

8. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya
disebut Pembantu Pengelola adalah Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa.

9. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam
pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik,
administratif dan tindakan up:iya hukum. [

10. Penggunaan
|




10.

11,

12,

13.

14.

Penggunaan adalah kegiiitan yang dilakukan oleh
pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menata
usahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi Satuan Kerja P:rangkat Daerah (SKPD) varg
bersangkutan.

Pengelolaan Barang Milik Dacrah adalah rangkaian kegiatan
dan tindakan terhadap barang daerah vang meliputi
perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan,
pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,
pemindahtanganan, pemnusnahan, penghapusan,
penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang melipuri
pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik
daerah sesuai dengan ketentt an vang berlaku

Inventaris adalah keziatan untuk melakukan nenda

o

pencatatan dan pelaporan 1asil pendataan Barang
Daerah.
Satuan Kerja Perangkat Dacrah yang selanjutnva disebut

SKPD adalah perangkat Daeruh selaku Pengguna Barang.

BAB II

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENETAPAN STATUS
PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

MINAHASA

Pasal 2

Barang milik daerah ditetapkan status penggunaannya
untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dan
dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka
mendukung pelayanan umurmr sesuai tugas pokok dan fungsi
SKPD yang bersangkutan.

Status penggunaan barang milik daerah ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Daerah.

Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan status
penggunaannya pada Pengguna Barang dapat digunakan
sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka
waktu tertentu tanpa harus mengubah status Penggunaan
Barang Milik Daerah tersebut.

Pasal 3

Barang Milik Daerah dapat dialihkan status penggunaannya
dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang lainnya
untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi berdasarkan
persetujuan Bupati.

Pengalihan status Penggunacn Barang Milik Daerah dapat
pula dilakukan berdasarkan inisiatif dari Bupati, dengan
terlebih dahulu memberitahukan maksudnya tersebut
kepada Pengguna Barang.



(1)

(1)

Pasal 4

Penetapan status penggunasn tanah dan/atau bangunan
dilakukan dengan ketentunn bahwa tanah dan/atau
bangunan digunakan untuk kepentingan penvelenggaraan
tugas pokok

pengguna.

dan ITungsi pengguna dan/atau kuasa

Pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib menyerahkan
tanah dan/atau bangunan termasuk barang inventaris
lainnya yang tidak diginakan untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna dan/atau
kuasa pengguna kepada Bupati melalui pengelola.

Pasal 5

Pengguna yang tidak menyerahkan tanah dan/atau
bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan
tugas pokok dan fungsi SKPD bersangkutan kepada Kepala
Daerah, dikenakan sanksi berupa pembekuan dana
pemeliharaan tanah dan/atau bangunan dimaksud.

Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sesuai
tugas pckok dan fungsi SKI’D, dicabut penetapan status
penggunaannya dan dapat dialihkan kepada SKPD lainnva.

Pasal 6

Standar Operasional Prosedur Pengajuan dan Penetapan Status
Penggunaan Barang Milik Daerah diatur sebagai berikut :

a.

Pengguna melaporkan barang milik daerah yang berada pada
SKPD yang bersangkutan kcpada pengelola disertai usul
penetapan status penggunaan.

Pengelola melalui pembantu pengelola, meneliti laporan
sebagaimana dimaksud pada huruf a;

Setelah dilakukan peneclitian atas kebenaran usulan SKPD,
pengelola mengajukan usul kepada Bupati untuk ditetapkar
status penggunaannya.

Penetapan status penggunaan barang milik daerah untuk
melaksanakan tugas dan fungsi SKPD dan/atau
dioperasikan oleh pihak lain: dalam ran

pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang
bersangkutan.

gka menjalankan

Penetapan status penggunaarn sebagaimana dimaksud pada
huruf d, ditetapkan oleh Bupati.

Atas penetapan status penggunaan, masing-masing Kepala
SKPD melalul penyimpan/pengurus barang wajib melakukan
penatausahaan barang daerih yang ada pada pengguna
masing-masing.

BAB Il




BAB III
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan
peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Minahasaz

Dit:tapkan di Tondano

Pacla tanggal SO Fobetand A8

JANTJE W. W

Diundangkan di Tondano

Pada tanggal 2 Sy 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPAZEN MINAHASA

J. R. KORENGKENG, SH,M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19610427 198710 1 003

Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2015 Nomor <9



